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Dikirim: 12 Juni, 2025 Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan
Direvisi: 19 Juni, 2025 transparan memerlukan pemahaman yang baik dari
Diterima: 28 Juni, 2025 perangkat desa terhadap ketentuan perpajakan.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan
kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, dan
penyetoran pajak akibat rendahnya kapasitas SDM
desa, terutama pada desa dengan keterbatasan akses
terhadap pendampingan teknis. Pengabdian dalam
bentuk pendampingan dan pengawasan Inspektorat
Kabupaten Sumenep dilakukan guna meningkatkan
pemahaman perpajakan perangkat desa. Proses
kegiatan pengabdian ini meliputi empat tahapan,
yaitu Pemeriksaan Dokumen dan Analisis Kesalahan
perhitungan Pajak, penyampaian koreksi dan
bimbingan  perhitungan  pajak, = penyetoran
kekurangan pajak, serta evaluasi dan monitoring
berkelanjutan. = Hasil =~ menunjukkan  bahwa,
pendampingan dan pengawasan yang dilakukan
mampu memberikan pemahaman yang lebih baik
kepada perangkat desa terkait aspek-aspek
perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan dalam
pelaksanaan  kewajiban perpajakan, sehingga
perangkat desa menjadi lebih memahami cara
perhitungan pajak yang benar dan dapat
menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk
mencegah kesalahan perhitungan di tahun
berikutnya. Selain itu, dampak jangka panjangnya
adalah dapat mencegah potensi kerugian negara dan
membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang
lebih akuntabel dan transparan

Kata Kunci: perpajakan desa, perangkat desa, pendampingan,
pengawasan, Inspektorat

Abstract:
Accountable  and  transparent  village  financial
management requires a good understanding of tax
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provisions from village officials. However, in practice,
errors are still found in calculating, deducting, and
depositing taxes due to the low capacity of village human
resources, especially in villages with limited access to
technical assistance. The activity process includes four
stages, namely Document Examination and Analysis of
Tax Errors, delivery of corrections and guidance on tax
calculations, deposit of tax deficiencies, and ongoing
evaluation and monitoring. The results show that the
assistance and supervision carried out are able to provide a
better understanding to village officials regarding tax
aspects, as well as increase compliance in implementing tax
obligations, so that village officials better understand the
correct way to calculate taxes and can use it as evaluation
material to prevent calculation errors in the following year.
In addition, it can prevent potential state losses and build
a more accountable and transparent village financial
management system.

Keywords: village taxation, village apparatus, mentoring,
supervision, inspectorate
@ 2025 Asira Damayanti
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PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat. Tanggung jawab perangkat desa mencakup pelaksanaan berbagai
program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wiyana et al.,
2022). Salah satu komponen utama dalam pelaksanaan pemerintahan desa adalah tata kelola
keuangan, yang meliputi aspek perpajakan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memiliki
prinsip akuntabilitas guna memastikan seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan
secara tepat (Sudaryati et al., 2020). Selain itu, setiap hasil dari kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa juga perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat sebagai
bentuk pertanggungjawaban publik (Mudrifah & Ulum, 2023).

Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
20 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan
beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan - undangan mengenai perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadi sangat penting
karena pengelolaan pajak yang sesuai dengan aturan hukum akan mendukung transparansi
dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan desa. Namun, untuk menjamin pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik, dibutuhkan sistem pengawasan yang
efektif dan efisien.

Pengawasan berfungsi menilai apakah pengelolaan keuangan telah dilaksanakan
sesuai rencana, serta membandingkan antara harapan dengan realisasi (Andayani et al., 2020).
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Tanpa pengawasan yang memadai, perencanaan yang telah dibuat tidak akan menghasilkan
pengelolaan yang sesuai dengan tujuan awal. Oleh karena itu, tujuan utama dari kegiatan
pengawasan adalah untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam menjalankan
tugas pemerintahan, sehingga dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa
yang baik, bersih, dan bertanggung jawab (Silangit, 2014).

Pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan menjadi salah satu faktor
utama dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel
(Arpin et al., 2025). Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi di lapangan,
terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya
akses terhadap pendampingan teknis. Hal ini menyebabkan sebagian besar perangkat desa
belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan desa. Salah satu faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan
pajak aparatur desa adalah kurangnya pengetahuan mengenai aspek perpajakan (Karlina et
al., 2020). Kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan perpajakan tersebut dapat
menghambat pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, sehingga berdampak pada
menurunnya tingkat kepatuhan. Sebaliknya, apabila pemahaman perangkat desa terhadap
aturan perpajakan meningkat, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menjalankan
kewajiban perpajakan sesuai prosedur yang berlaku (Zahrani & Mildawati, 2019).

Permasalahan kedua yaitu, minimnya pengetahuan perangkat desa terhadap
perkembangan terbaru terkait regulasi perpajakan seperti, tidak mengetahui perubahan tarif
pajak, prosedur penyetoran, atau mekanisme pelaporan yang diperbarui. Hal ini
mempertegas perlunya peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pemerintah desa.

Permasalahan terakhir adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah
perangkat desa sering tidak melakukan pemotongan pajak atas belanja-belanja yang
seharusnya dikenai pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) atas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara bukti
penyetoran pajak yang dilampirkan dalam dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
dengan realisasi penyetoran yang sebenarnya. Contohnya seperti, pihak desa menyatakan
bahwa pajak telah disetor, namun setelah ditelusuri lebih lanjut, dokumen bukti setor yang
dilampirkan tidak valid atau tidak sesuai dengan transaksi yang dimaksud. Oleh karena itu,
pemerintah desa harus memiliki perangkat yang kompeten dan memahami kewajiban
perpajakan  secara  tepat. = Sehingga, penggunaan keuangan desa  dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik dan tepat (Arifin et al., 2023).

Dalam rangka membantu aparat desa dalam mengelola keuangan, sangat diperlukan
adanya peran pendamping desa (Fyniel & Hapsari, 2021). Inspektorat Kabupaten Sumenep
memiliki peran yang strategis dalam mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu dengan
melakukan pendampingan dan pengawasan ke perangkat desa. Inspektorat adalah unit kerja
yang bertugas melaksanakan pendampingan dan pengawasan internal Pemerintah Daerah.
Lembaga pendampingan dan pengawasan ini memiliki tanggung jawab dalam melakukan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di tingkat daerah, baik dalam
aspek keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Herlinda & Damis, 2025).
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan
bahwa, pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang
terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan pada Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian, serta Inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang masing-
masing memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri. Dalam hal ini, Inspektorat
Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari APIP memiliki peran strategis dalam memastikan
tata kelola pemerintahan berjalan secara bersih, akuntabel, dan efisien. Hal ini juga sejalan
dengan PP nomor 60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana
Inspektorat memiliki fungsi dalam memberikan keyakinan atas kepatuhan terhadap
peraturan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung
penguatan manajemen risiko dan kualitas tata kelola. Untuk mewujudkan efektivitas dan
efesien dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, maka partisipasi dan keterlibatan semua
pihak sangat penting dalam mendorong pencapain tujuan dan sasaran pemerintahan daerah
secara optimal (Bahar et al., 2022).

Penyelenggaran pemerintahan yang efektif memerlukan sistem pengawasan yang
memadai, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadinya penyelewengan-
penyelewengan (Masnia et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan proses pendampingan dan
pengawasan yang berjalan secara efektif, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas
pokok pemerintahan.

Pendampingan dan pengawasan efektif dari Inspektorat Kabupaten Sumenep,
diharapkan pengelolaan pajak desa dapat berjalan sesuai hukum, sehingga dapat mendorong
terciptanya tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan dengan
temuan yang dilakukan oleh Azmi & Idami (2023). menyatakan pentingnya asistensi,
pelatihan, dan pengawasan ketat oleh Inspektorat untuk memastikan tata kelola keuangan
desa yang sesuai hukum. Di dalam temuannya terdapat rendahnya pemahaman masyarakat
Aceh, termasuk perangkat desa, terhadap kewajiban perpajakan menyebabkan pelanggaran
berulang, seperti ketidaksesuaian pengelolaan pajak, yang mengakibatkan kerugian negara
hingga Rp. 42,47 miliar dari 2016-2020. Oleh karena itu, peran strategis Inspektorat
Kabupaten dalam melakukan pengawasan ketat, sosialisasi, dan pelatihan perpajakan, sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, menjadi kunci untuk meningkatkan
pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Selain itu, Rahmawati dan Suwardi (2023)
menjelaskan pentingnya asistensi dan konsultasi dalam memperbaiki tata kelola keuangan
desa.

Berdasarkan uraian temuan dan urgensi tersebut, pendampingan dan pengawasan
yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep berpotensi menjadi faktor kunci dalam
meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap kewajiban perpajakan. Dengan adanya
pendampingan yang efektif dan pengawasan yang terstruktur, diharapkan pengelolaan pajak
desa dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga mendorong terciptanya tata kelola
keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
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METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini berupa pendampingan dan Pengawasan.
Inspektorat Kabupaten Sumenep berperan penting dalam kegiatan ini. Peserta kegiatan ini
adalah perangkat desa di Kabupaten Sumenep. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini dilakukan melalui empat tahapan utama yang dirancang secara sistematis
untuk membantu desa dalam memperbaiki administrasi dan perhitungan perpajakannya.

1. Tahap pertama adalah Pemeriksaan Dokumen dan Analisis Kesalahan Perhitungan Pajak,
yaitu proses awal yang melibatkan penelaahan dokumen-dokumen perpajakan desa,
seperti laporan realisasi anggaran, bukti transaksi, serta formulir perpajakan, guna
mengidentifikasi kesalahan perhitungan, baik yang bersumber dari kesalahan
penginputan angka maupun pemahaman yang keliru terhadap regulasi dan tarif
perpajakan desa.

2. Tahap kedua adalah Penyampaian Koreksi dan Bimbingan Perhitungan Perpajakan, di
mana tim pengabdian memberikan umpan balik secara terstruktur kepada aparatur
desa mengenai letak kesalahan yang ditemukan dan memberikan bimbingan teknis
mengenai tata cara perhitungan pajak yang benar, termasuk penggunaan aplikasi atau
metode perhitungan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Tahap ketiga adalah Penyetoran Kekurangan Pajak, yang merupakan fase eksekusi di
mana desa didampingi untuk melakukan penghitungan ulang atas kekurangan pajak
yang belum dibayarkan dan kemudian memfasilitasi proses penyetoran kekurangan
tersebut ke kas negara sesuai prosedur yang ditetapkan.

4. Tahap keempat adalah Evaluasi dan Monitoring, yang dilakukan untuk menilai
efektivitas dari proses bimbingan yang telah diberikan, memantau perbaikan yang
telah dilakukan oleh pihak desa, serta memberikan rekomendasi berkelanjutan agar
tata kelola perpajakan desa menjadi lebih akuntabel dan sesuai dengan peraturan
perpajakan di masa mendatang.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan Dokumen dan Analisis Kesalahan perhitungan Pajak

Pemeriksaan dokumen transaksi pengeluaran anggaran desa dilakukan pada tahap
awal untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam hal
perpajakan, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti ketentuan Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak daerah lainnya. Dalam pelaksanaannya
Inspektorat Kabupaten Sumenep khususnya Irban IV, dibagi menjadi dua (2) tim agar
memudahkan pelaksanaannya untuk melakukan pendampingan dan pengawasan perangkat
desa.

Langkah awal dari proses pemeriksaan ini dimulai dengan permintaan data dan
dokumen dari perangkat desa. Setelah itu, tim pemeriksa menghubungi perangkat desa
untuk menginformasikan keperluan pemeriksaan dan meminta desa untuk menyiapkan
seluruh dokumen terkait pengeluaran anggaran. Dokumen yang diminta meliputi Surat
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Pertanggungjawaban (SP]) yang berisi faktur atau kuitansi, bukti transfer atau bukti
pembayaran, kontrak kegiatan, berita acara serah terima, serta bukti setor pajak atau
dokumen pemotongan pajak dan lainnya.

Setelah dokumen terkumpul, tim mulai melakukan pemeriksaan dan analisis
terhadap dokumen-dokumen tersebut dalam kurung waktu kurang lebih selama 5 hari.
Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai transaksi yang ada di
dalam Surat Pertanggungjawaban. Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah
perhitungan, pemotongan, atau pemungutan pajak oleh bendahara desa telah dilakukan
dengan benar, dan mendeteksi potensi kesalahan, serta memastikan transparansi dalam
penggunaan anggaran desa.

Kesalahan yang sering ditemukan mencakup penerapan tarif pajak yang tidak sesuai,
misalnya PPh 22 menggunakan tarif sebesar 2% padahal seharusnya 1,5% jika memiliki
NPWP, dan jika tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 3%. Selain itu, terdapat kasus di
mana transaksi yang seharusnya dikenakan pajak, seperti sewa atau jasa yang memerlukan
pemotongan PPh Pasal 23, tetapi pada transaksi tersebut tidak dipungut pajak sama sekali.
Semua temuan tersebut dicatat secara rinci dalam laporan pemeriksaan berupa kertas kerja
pajak untuk ditindaklanjuti.

Kertas kerja ini berisi rekapitulasi transaksi yang diperiksa, kesalahan yang
ditemukan, koreksi perhitungan pajak, dan jumlah kekurangan pajak yang harus disetor.
Dokumen ini menjadi dasar untuk penyampaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Setelah
kertas kerja selesai disusun, tim melanjutkan dengan penyampaian hasil pemeriksaan kepada
pihak desa. Gambar 1 adalah contoh bukti kekurangan pajak yang dimasukkan ke dalam

kertas kerja.

Gambar 1. Contoh Kesalahan Perhitungan Pajak Desa

Penyampaian Koreksi dan Bimbingan Perhitungan Perpajakan

Setelah ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan perhitungan kewajiban perpajakan
di perangkat desa, Inspektorat Kabupaten Sumenep menyampaikan hasil koreksi kepada
perangkat desa melalui pertemuan formal di desa yang sedang dijalani pemeriksaan.
Penjelasan yang disampaikan mencakup posisi kesalahan, jumlah kekurangan atau
kelebihan pajak, serta dasar hukum yang digunakan sebagai acuan. Sebagai contoh,
apabila terjadi kekeliruan dalam pemotongan PPh Pasal 22 atas belanja barang, maka

45



46

) A

M\ Jurnal Pengabdian Masyarakat SOKLA:

Senarai Kearifan Lokal Akuntansi

‘af,.,.;-* : :ké Volume 1, Nomor 1, (2025) hlm. 40 - 50

dijelaskan tarif yang semestinya diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat desa
memahami serta menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan memberikan penjelasan yang komprehensif
mengenai letak kesalahan, jumlah koreksi, dan dasar hukumnya, perangkat desa dapat
meningkatkan kompetensi dalam menghitung, memungut, dan menyetor pajak dengan
benar

Dalam pelaksanaannya, terkadang terdapat situasi di mana saat Inspektorat
menyampaikan koreksi atas kesalahan perhitungan pajak yang tidak dipotong sama sekali,
pihak desa baru memberitahukan bahwa pajak tersebut sebenarnya sudah dibayarkan,
dan mereka menunjukkan bukti pembayarannya. Padahal, sebelumnya dalam dokumen
SP] yang telah diperiksa, tidak ada bukti tersebut. Maka dari itu, tim atau Inspektorat
melakukan pengecekan ulang untuk memastikan apakah pembayaran tersebut benar
adanya atau tidak. Setelah dilakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran yang
disampaikan, dan setelah dikoreksi terhadap perhitungan pajaknya dan dinyatakan valid,
maka koreksi dianggap selesai dan tuntas. Tidak ada kewajiban tambahan yang
dibebankan kepada pihak desa karena kewajiban perpajakan sudah dipenuhi. Artinya,
tanggung jawab perpajakan atas transaksi tersebut telah dianggap selesai, sehingga tidak
ada beban kewajiban lanjutan baik berupa setoran pajak tambahan maupun sanksi
administratif.

Kondisi yang demikian merupakan tantangan yang dihadapi Inspektorat dalam
memastikan keakuratan pelaporan pajak oleh desa. Ketidaksesuaian antara bukti
pembayaran dan dokumen SP] menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pencatatan
dan pelaporan di tingkat desa. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, penting
bagi desa untuk melampirkan seluruh bukti transaksi secara lengkap sejak awal agar
proses pemeriksaan dapat berjalan efektif tanpa harus dilakukan verifikasi ulang.

Gambar 2 menunjukkan kegiatan penyampaian hasil koreksi kepada aparatur
Pemerintah Desa. Setelah penyampaian koreksi, perangkat desa kemudian diarahkan
untuk melakukan perbaikan dari yang hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh

Inspektorat kepada perangkat desa tersebut.
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Gambar 2. Penyémpaian Koreksi Kesalahan Perhitungan Pajak
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Selain penyampaian hasil koreksi, Inspektorat juga memberikan bimbingan teknis
mengenai tata cara perhitungan pajak yang benar. Hal tersebut dapat memudahkan untuk
sistem perbaikan perhitungan yang dilakukan oleh perangkat desa. Bimbingan tersebut
mencakup contoh perhitungan berdasarkan jenis transaksi yang umum terjadi di desa,
seperti pembayaran honorarium perangkat desa, penyewaan peralatan, hingga pembelian
barang. Di samping itu, bendahara desa juga diberikan panduan mengenai prosedur
pemotongan dan pemungutan pajak yang sesuai dengan regulasi perpajakan. Seluruh
panduan tersebut disusun secara sistematis dan aplikatif agar mudah dipahami serta dapat
diterapkan secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil dari proses koreksi
dan bimbingan ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan laporan pajak desa, serta
menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan sistem administrasi keuangan desa pada
tahun-tahun berikutnya. Gambar 3 menunjukkan kegiatan bimbingan perhitungan
perpajakan kepada aparatur Pemerintah Desa.

Penyetoran Kekurangan Pajak

Setelah dilakukan koreksi terhadap dokumen dan perhitungan perpajakan, apabila
ditemukan adanya kekurangan bayar pajak, perangkat desa diarahkan untuk segera
menyetorkan kekurangan pembayaran pajak tersebut kepada kas negara melalui bank
persepsi atau kantor pos persepsi. Nominal kekurangan yang harus dibayar ditentukan
berdasarkan hasil perhitungan koreksi yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim
pendamping atau pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sumenep. Setelah melakukan
pembayaran, bendahara desa diwajibkan untuk mencetak bukti pembayaran kekurangan
pajak tersebut sebagai bukti sah atas penyetoran pajak. Bukti tersebut merupakan bagian
penting dari administrasi keuangan desa dan harus disimpan serta dilampirkan dalam
laporan keuangan atau pertanggungjawaban pajak desa. Dalam praktiknya, bukti tersebut
menjadi salah satu dokumen utama yang akan diperiksa kembali oleh auditor saat melakukan
pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban desa tersebut. Dengan adanya bukti yang sah
atas setiap setoran pajak, proses verifikasi akan menjadi lebih mudah.

Pendampingan dan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten
Sumenep memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak di desa. Selain
itu, perangkat desa menjadi lebih memahami terkait cara perhitungan pajak yang benar, serta
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menjadi bahan evaluasi untuk mencegah kesalahan perhitungan di tahun berikutnya.
Pendampingan tidak hanya membantu mengidentifikasi kesalahan dalam perhitungan pajak,
tetapi juga mendorong tindak lanjut yang konkret berupa pengembalian kekurangan pajak
ke kas negara. Dengan demikian, potensi kerugian negara akibat kelalaian atau kekeliruan
administrasi dapat dicegah. Selain itu, pendekatan yang edukatif dan terbimbing ini juga
meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap prosedur perpajakan yang benar. Hal
ini berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap
peraturan perpajakan, sekaligus menjadi bentuk pencegahan atas kesalahan serupa di masa
mendatang.

Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan

Evaluasi dan monitoring dilakukan sebagai tahapan akhir setelah seluruh rangkaian
proses pendampingan dan pengawasan terhadap prangkat desa dalam hal perhitungan,
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten
Sumenep. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa pemahaman yang telah
diberikan benar-benar dipahami dan diterapkan oleh perangkat desa secara nyata dalam
kegiatan administrasi perpajakan mereka. Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini tidak hanya
berbentuk monitoring lapangan melalui kunjungan ulang atau forum diskusi, tetapi juga
melibatkan pembuktian secara konkret bahwa perangkat desa telah menindaklanjuti temuan
atau kekurangan yang sebelumnya telah disampaikan.

Dalam tahap ini, pihak desa datang ke Inspektorat untuk memberikan bukti laporan
yang sudah di perbarui dan menunjukkan bukti pembayaran atas kekurangan pajak yang
telah dihitung dan disampaikan oleh tim pendamping sebelumnya. Hal tersebut sebagai
bentuk pertanggungjawaban sekaligus keseriusan dalam memperbaiki kekeliruan yang
terjadi pada transaksi sebelumnya. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa perangkat desa
telah memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi dan menyelesaikan kewajiban pajaknya.
Selain itu, dengan menyerahkan dokumen yang telah diperbaiki dan bukti pelunasan pajak,
perangkat desa tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memperkuat
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut, dapat
menjadi bentuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar kesalahan serupa tidak terulang
lagi di masa mendatang.

Evaluasi ini penting karena menjadi tolok ukur keberhasilan proses pendampingan
yang telah dilakukan. Melalui bukti pembayaran tersebut, Inspektorat dapat memastikan
bahwa desa benar-benar melaksanakan perbaikan secara faktual, bukan sekadar memahami
secara teori. Evaluasi ini juga memberikan kesempatan bagi Inspektorat untuk kembali
mengklarifikasi atau memverifikasi data yang disampaikan desa, serta memberikan arahan
lanjutan apabila masih ditemukan kelemahan dalam prosedur administrasi maupun
pelaksanaan kewajiban pajak. melalui proses ini, perangkat desa dapat melaksanakan
kewajiban perpajakannya secara mandiri dan profesional di masa mendatang, serta
mencegah agar kesalahan yang sama tidak kembali terjadi.
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SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan, diketahui bahwa
pemahaman perangkat desa terhadap perhitungan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan
masih tergolong rendah sebelum dilakukan pendampingan dan pengawasan. Kesalahan
yang sering ditemukan meliputi penggunaan tarif yang tidak sesuai, kekeliruan dalam
mengidentifikasi objek pajak.

Melalui proses pendampingan dan pengawasan yang dilakukan bersama Inspektorat
Kabupaten Sumenep, perangkat desa memperoleh peningkatan pemahaman yang signifikan
terkait kewajiban perpajakan. Kegiatan ini juga mendorong terciptanya sistem pelaporan
yang lebih tertib dan sesuai regulasi. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini tidak
hanya berdampak pada peningkatan pemahaman, tetapi juga mendukung terwujudnya tata
kelola keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
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